
ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh temuan 

kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan PEMDA atas 

peraturan perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah 

daerah oleh BPK pada pemerintah daerah yang berada di provinsi Jawa Barat.  

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data sekunder. Teknik sampling 

yang digunakan adalah dengan nonprobability sampling. Analisis statistik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi kalsik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji Autokorelasi, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji T-test, 

uji F-test, analisis regresi linier berganda, dan koefisien determinasi. Banyaknya 

populasi dan sampel penelitian ini adalah 27 LKPD. Pengambilan sampel 

menggunakan metode sampling jenuh dengan sumber yang diperoleh melalui 

hasil data yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia 

Perwakilan Jawa Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan 

PEMDA atas peraturan perundang-undangan berpengaruh signifikan terhadap 

opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK pada pemerintah 

daerah yang berada di provinsi Jawa Barat.   Besarnya pengaruh temuan 

kelemahan sistem pengendalian intern terhadap opini audit laporan keuangan 

pemerintah daerah oleh BPK  sebesar 21,9%, sedangkan besarnya pengaruh 

temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan terhadap 

opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK sebesar 7,0%. 

Sedangkan, besarnya pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan 

temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan secara 

simultan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK 

sebesar 28,9%, dan sisanya sebesar 69,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak 

diteliti oleh penulis dalam penelitian ini seperti misalnya kesesuaian dengan 

standar akuntansi pemerintah dan kecukupan pengungkapan (adequate 

disclosures). 
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ABSTRACT 

 

This study aims to find out how much influence the findings of the internal 

control system weaknesses and the findings of non-compliance WILL, over 

legislation against the audit opinion of the financial statements of local 

government by the CPC on the local government in the province of West Java. 

The Research approach used in this study is a descriptive analysis and secondary 

data by using verificative. The sampling technique used was with nonprobability 

sampling. Statistical analysis used in this study is testing the assumptions kalsik 

consisting of normality test, Autocorrelation test, multikolonieritas test, test, test 

the heteroskedasitas T-test, F-test test, multiple linear regression analysis, and the 

coefficient determination. The number of population and sample the study was 27 

LKPD. Sampling sampling method using saturated with resources obtained 

through the results of data obtained from the Examination of Finance Republic of 

Indonesia West Java Representation. 

Based on the results of research conducted can be noted that the findings 

of the weakness of the system of internal control and compliance findings WILL, 

upon influential legislation significantly to the audit opinion of the financial 

statements of the Government the area by the CPC on local governments who are 

in West Java province. The magnitude of the influence of the system of internal 

control weaknesses findings against the audit opinion on the financial statements 

of local government by the CPC amounted to 21.9%, while the magnitude of 

influence over LOCAL GOVERNMENT non-compliance findings legislation 

against the audit opinion local government financial reports by the CPC amounted 

to 7.0%. Meanwhile, the magnitude of the influence of the weakness of the system 

of internal control findings and findings of non-compliance ADMINISTRATION 

over legislation simultaneously against the audit opinion on the financial 

statements of local government by the CPC of 28.9%, and the rest of 69.8% were 

influenced by other factors not examined by the author in this study such as 

compliance with government accounting standards and adequacy of disclosure 

(adequatedisclosures). 
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